BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 35 TAHUN 201 9
TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat bagi Aparatur Pemerintah di
Kabupaten Bantul, diperlukan identitas pakaian dinas
Aparatur Pemerintah yang dapat meningkatkan disiplin
wibawa serta motivasi k inerja Aparatur Pemerintah

b. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 201 6
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2016
tentang Perubahan At as Peraturan Bupati Bantul Nomor
64 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul , sudah
tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelayanan pada
masyarakat , sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati
yang baru ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan se  bagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul,

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44 );

3. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);
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10.

11.

12.

Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentan g Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679 );

Peraturan Pemerintah Nomor 3 2 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai B erlakunya Undang -Undang 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten di Dj awa Timur/Te ngah/Barat dan
Daerah Istimewa Jogj akarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Neger i Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis
Jenis Pakaian Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tah un 2005
tentang Pakaian Dinas Perlengkapan dan Peralatan Polisi
Pamong Praja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007
tentang Pakaian Dinas di Lingkungan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016
tentang Perubahan K etiga Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 60 Tahun 2007  tentang Pakaian Dinas di
Lingkungan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala
Daerah, dan Kepala Desa;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997
tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;



13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya
Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakart a Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);

14. Peraturan Daerah  Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PAKAIAN DINAS

APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

3.

10.

Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan
identitas Pegawai Negeri Sipil.

Pakaian Dinas Harian  yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian dinas
yang dipakai untuk melaksanakan dinas sehari -hari .

Pakaian Dinas Harian Khas Daerah se  lanjutnya disebut PDH Khas Daerah
adalah pakaian dinas yang menjadi ciri khas yaitu Pakaian Tradisional
Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipakai untuk melak sanakan
tugas pada hari tertentu

Pakaian Sipil Harian selanjutnya disingkat PSH adalah adalah pakaian
dinas yang dipakai oleh Camat/Lurah dalam upacara pelantikan atau
upacara hari -hari besar lainnya

Pakaian Sipil Resmi selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang
dipakai oleh pimpinan, pejabat atau pegawai yang diundang atau
ditugaskan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan,
menerima tamu -tamu luar negeri dan dipakai pada malam hari

Pakaian Sipil Lengkap selanjutnya d isingkat PSL adalah pakaian dinas
yang dipakai oleh pimpinan, pejabat atau pegawai yang diundang atau
ditugaskan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan,
menerima tamu -tamu luar negeri dan dipakai pada malam hari

Pakaian Dinas Lapangan selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas
yang dipakai dalam menjalankan tugas yang bersifat khusus dan/atau

teknis .

Pakaian Dinas Upacara selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas
yang dipakai oleh setiap pegawai untuk bekerja pada hari -hari tertentu
maupun untuk keperluan lainnya

Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disebut PDHK yaitu
pakaian dinas yang dipa kai oleh pegawai pada perangkat daerah /instansi
tertentu yang diatur masing  -masing oleh ketentuan peraturan perundang -
unda ngan yang berlaku.

Pakaian Korpri adalah pakaian khusus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik
Indonesia.



11. Atribut adalah tanda -tanda yang melengkapi Pakaian Dinas untuk
memperjelas  identitas setiap aparatur pemerintah di Lingkungan
Kabupaten Bantul .

12. Bupati adalah Bupati Bantul.

13. Pemerintah Daerah adalah Bupati  sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi t ugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang -undangan.

15. Aparatur Pemerintah adalah Pegawai ASN, Aparatur Pemerintah Desa dan
Pegawai Badan Usaha Milik Daerah.

BAB Il
PAKAIAN DINAS DAN KETENTUAN HARI
Bagian Kesatu
Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah
Paragraf 1
Jenis Pak aian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas aparatur Pemerintah terdiri atas :

a. Pakaian Dinas Harian  (PDH);
b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
f. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah Desa,;
g. Pakaian Dinas Harian Khusus (PDHK);
h. Pakaian Dinas Harian Khas Daerah.
Paragraf 2
PDH
Pasal 3

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  hurufa terdiri atas:
a. PDH warna khaki Pria:
1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. celana panjang warna khaki; dan
3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna
hitam.
b. PDH warna khaki Wanita:
1. bajulengan pendek /panjang , berlidah bahu, warna khaki;
2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut dan/atau celana panjang
warna khaki; dan
3. sepatu fantovel warna hitam.
c. PDH Warna Biru Muda :
1. Kemeja/ baju warna biru muda;
2. Celana panjang/rok warna biru tua/dongker; dan
3. Sepatu fantovel warna hitam.



d. PDH warna Putih :
1. Kemeja/ baju warna putih;
2. Celana panjang/rok warna hitam; dan
3. Sepatu fantovel warna hitam.
e. PDH batik :
1. Batik motif K awung Tirto S amudro;
2. Batik motif Bantul ;
3. Celana panjang/rok warna selaras dengan warna batik; dan
4. Sepatu fantovel warna menyesuaikan.

(2) Pemakaian PDH bagi wanita berjilbab  warna jilbabnya harus selaras
dengan warna PDH dan bagi wanita hamil model pakaian menyesuaikan
dengan kondisi aparatur Pemerintah merintah .

Paragraf 3
PSH

Pasal 4

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai untuk bekerja
sehari -hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

(2) PSH Pria dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama,

b. leher berdiri dan terbuka;

c. saku 3 (tiga), 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri; dan
d. kancing 5 (lima) buabh.

(3) PSH Wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
a. jas lengan pendek dan rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut warna
sama dan/atau celana panjang  warna sama;
b. leher berdiri dan terbuka;
c. satu 3 (tiga), 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan Kiri;
d. Kancing 5 (lima) buah; dan

(4) Pemakaian PSH bagi wanita berjilbab  warna jilba bnya harus selaras
dengan warna PSH dan bagi wanita hamil model pakaian menyesuaikan
dengan kondisi aparatur Pemerintah

Paragraf 4
PSR

Pasal 5

(1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk
menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu
tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.

(2) PSR Pria dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;

b. leher berdiri dan terbuka;
saku 3 (tiga), 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri; dan
kancing 5 (lima) buah.

Qo



(3) PSR Wanita dengan ketentuan sebagai berikut
a. jas lengan panjang dan rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut warna
sama dan/atau celana panjang warna sama;
b. leher berdiri dan terbuka;
satu 3 (tiga), 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan Kiri; dan
kancing 5 (lima) buah.

Qo

(4) Pemakaian PSR bagi wanita berjilbab warna jilba bnya harus selaras dengan
warna PSR dan bagi wanita hamil model pakaian menyesuaikan dengan
kondisi aparatur Pemerintah

Paragraf 5
PSL

Pasal 6

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara
resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.

(2) PSL pria dengan ketentuan sebagai berikut :
a. jas warna gelap;
b. celana panjang warna sama; dan
c. kemeja dengan dasi.

(3) PSL wanita dengan ketentuan sebagai berikut
a. jas warna gelap;
b. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut warna sama dan/atau celana
panjang warna sama; dan
c. kemeja dengan dasi.

(4) Pemakaian PSL bagi wanita berjilbab  warna jilbabnya harus selaras dengan
warna PSL dan bagi wanita hamil model pakaian menyesuaikan dengan
kondisi aparatur Pemerintah.

Paragraf 6
PDL

Pasal 7

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas
a. PDL Pelayanan Publik; dan
b. PDL Pelayanan Kesehatan.

(2) Aparatur Pemerintah  yang menggunakan PDL sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi Aparatur Pemerintah pada

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Ke pendudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ;

Kecamatan pada pelayanan PATEN Kecamatan :

Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas ); dan

Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati

~PQooTw

(3) Aparatur Pemerintah yang mengguna  kan PDL sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi Aparatur Pemerintah pada
a. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati ; dan
b. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
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(4) Penggunaan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dipakai dalam
menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

(5) PDL Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dipakai
oleh aparatur Pemerintah atau petugas /staf bagian p elayanan langsung
masyarakat atau front office pada perangkat daerah/unit kerja yang
melaksanakan pelay anan langsung kepada masyarakat.

(6) PDL Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dipakai oleh aparatur Pemerintah atau petugas /pegawai  fungsional
kesehatan atau tenaga medis  bidang kesehatan.

(7) Pemakaian PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan
dengan kondisi teknis operasional di lapangan

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai  jenis dan model PDL ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Paragraf 7
PDU

Pasal 8

(1) PDU Camat dan Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f |
dipakai pada saat melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari
besar lainnya.

(2) PDU Camat dan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. PDU Camat dan Lurah Desa Pria dengan ketentuan sebagai berikut:

1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih
dengan kancing warna kuning emas (untuk Camat) dan kancing
Garuda logam warna perak (untuk Lurah Desa);

2. celana panjang warna putih; dan

3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.

b. PDU Camat dan Lurah  Desa Wanita:

1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih
dengan kancing warna kuning emas (untuk Camat) dan kancing
Garuda lo gam warna perak (untuk Lurah Desa);

2. rok warna putih 15 (lima belas) cm di bawah lutut dan/atau celana
panjang; dan

3. sepatu fantovel warna hitam.

(3) Pemakaian PDU Camat dan Lurah Desa bagi wanita berjilbab  warna
jilbabnya harus selaras dengan warna pakaian dan bagi wanita hamil model
pakaian menyesuaikan dengan kondisi aparatur Pemerintah.

Bagian Kedua
Pemakaian Pakaian Dinas

Pasal 9

(1) PDH warna khaki  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a
dan huruf b dipakai pada setiap hari Senin .



(2) PDH warna biru muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf ¢ dipakai pada setiap hari Selasa

(3) PDH warna putih sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d
dipakai pada setiap hari Rabu .

(4) PDH batik Kawung Tirto Samudro  sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 3
ayat (1) hurufe angka 1l dipakai pada setiap hari Kamis .

(5) PDH Batik motif Bantul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e
angka 2 di pakai pada s et i agetelah amengikuti) alahd a t
raga/senam kesegaran jasmani.

(6) Pemakaian PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(5) harus dilengkapi dengan atribut, kartu tanda pengenal (ID Card) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan .

(7) Aparatur Pemerintah  wajib mengenakan sepatu tertutup warna hitam, dan
khusus laki -laki wajib memak ai kaos kaki warna hitam/gelap, serta ikat
pinggang warna hitam.

(8) Aparatur Pemerintah  dilarang memakai pakaian dinas yang ketat dan/atau
transparan.

(9) Aparatur Pemerintah dilarang memakai pakaian bawahan/celana/rok
berbahan jean s.

Pasal 10

Bagi Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang memiliki Pakaian Dinas Harian
Khusus (PDHK) sesuai ketentuan perat uran perundangan, pelaksan aan
pemakaiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1) Pakaian Dinas aparatur Pemerintah di lingkungan Badan Usaha Milik
Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah masing -
masing.

(2) Pakaian Dinas Pegawai ASN vyang dip erbantukan di unit Kkerja
swasta/yayasan/lembaga /organisasi kemasyarakatan tetap terikat dengan
ketentuan dalam P eraturan B upati ini.

Bagian Ketiga
Pakaian Korpri

Pasal 12
(1) Pegawai ASN setiap tanggal 17 (tujuh belas) memakai Pakaian Korpri yang

dilengkapi kartu tanda pengenal ( ID Card ) dan lencana Korpri terbuat dari
bahan logam warna kuning emas yang ditempatkan di dada sebelah kiri.



(2) Pakaian Korpri pria terdiri atas:
a. Kemeja batif motif Korpri lengan panjang dengan manset;
b. saku atas 1 (satu) di sebelah kiri dan saku bawah 2 (dua);
c. krah berdiri; dan
d. celana panjang warna birutua  /dongker .

(3) Pakaian korpri wanita atau wanita hamil terdiri atas:
a. baju motif Korpril engan panjang;

b. rok dengan panjang 15 (lima belas ) cm di bawah lutut ; dan/atau
c. celana panjang warna birutua  /dongker .

(4) Pakaian Korpri wanita berjilbab terdiri atas:
a. baju motif Korpri lengan panjang;

b. rok panjang dan/atau celana panjang warna biru tua; dan
c. Jilbab/ kerudungwarna biru yang selaras dengan pakaian Korpri

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Desa

Pasal 13

(1) Pakaian dinas bagi aparatur Pemerintah Desa berlaku ketentuan dalam
Peraturan Bupati ini

(2) Pengadaan pakaian dinas bagi aparatur Pemerintah Desa dianggarkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kelima
Pakaian Upacara

Pasal 14

(1) Pegawai ASN harus memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang
berlaku pada setiap pelaksanaan upaca ra.

(2) Pakaian Upacara Pelantikan bagi pejabat eselon menggunakan PSL

Bagian Keenam
Pakaian Hari Krida Olah Raga

Pasal 15
(1) Aparatur P emerintah melaksanakan olah raga/Senam Kesegaran Jasmani
pada hari Jumat seb elum jam kerja, mulai pukul 07.3 0 WIB, dengan

mengenakan pakaian olah raga.

(2) Aparatur Pemerintah memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik motif
Bantul setelah melaksanakan olah raga/senam kesegaran jasmani.



(1)

(2)

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Harian Khas Daerah

Pasal 16

Aparatur Pemerintah ~ wajib memakai Pakaian Dinas  Busana Tradisional
Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat setiap hari Kamis Pahing dan setiap
peringatan berdirinya Kabupaten Bantul tanggal 20 Juli.

Pakaian Dinas Busana Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat
sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) sebagai berikut:
a. Aparatur Pemerintah  putra dengan ketentuan

1. bajusurjan (takwa) bahan dasar lurik;

2. blangkon batik cap atau tulis;

3. kain/jarik batik yang diwiru biasa dan berlatar warna hitam ata u
putih;
4. lonthong (setagen);
5. kamus timang;
6. memakai dhuwung (keris); dan
7. memakai cenela (selop).
b. Aparatur Pemerintah  wanita dengan ketentuan
1. baju kebaya tangkeban (model kartini);
2. kain/jarik batik yang diwiru biasa dan berlatar warna hitam atau

putih;

3. rambut menggunakan gelung tekuk dan bagi Aparatur Pemerintah
berpakaian muslimah agar menyesuaikan; dan

4. memakai cenela (selop).

(3) Aparatur Pemerintah tidak diperkenankan mengenakan Pakaian Dinas

(4)

(5)

Busana Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai berikut

a. kain/jariky ang bermotif parang rusak besar atau barong;

b. memakai wiru engkol; dan/atau

c. untuk aparatur Pemerintah  wanita baju kebaya yang berkuthu baru.

Dalam penggunaan Pakaian Dinas Busana T radisional Gagrak
Ngayogyakarta  Hadiningrat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diperkenankan

a. menggunakan perlengkapan/hiasan  (bros);

b. lonthong berwarna polos, kamus bordir variasi atau polos ; dan

c. untuk aparatur Pemerintah  wanita menggunakan baju kebaya polos .

Ketentuan Penggunaan Pakaian Dinas Busana T radisional Gagrak
Ngayogyakarta Hadiningrat sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) sampai
dengan ayat (4) dikecualikan  bagi Aparatur  Pemerintah yang
melaksanakan tugas operasional di lapangan yang tidak memungkinkan
menggunakan pakaian dinas Busana T radisional Gagrak Ngayogyakarta
Hadiningrat, dapat memakai Pakaian Dinas sesuai dengan Hari Kerja yang
berlaku pada hari yang bersangkutan.
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BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1) Pemakaian PDH warna biru muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Mei 2019

(2) Pemakaian PDH batik Kawung Tirto Samudro sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 dilaksanakan paling lamba t tanggal
1 Juli 2019.

Pasal 18
(1) Pemakaian pakaian dinas bagi Pegawai bukan Pegawai ASN yang bekerja di
lingkungan P emerintah Kabupaten Bantul berlaku ketentuan pemakaian
pakaian dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini, kecuali penggunaan
Pakaian Korpri

(2) Pamakaian pakaian dinas bagi Pegawai bukan Pegawai ASN pada setiap

tanggal 17, menggunakan pakaian dinas untuk ha ri yang bersangkutan.
Pasal 19
Model Pakaian Dinas dan kelengkapannya bagi Aparatur  Pemerintah

sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 201 6 tentang Pakaian Dinas
Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 64 Tahun 2014 ); dan

2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 79);

dicabu t dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019 .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penemp  atannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Maret 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO
Diundangkan di Bantul

pada tanggal 28 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 35

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 35 TAHUN 201 9

TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

MODEL PAKAIAN DINAS DAN PERLENGKAPANNYA

A. PAKAIAN DINAS HARIAN

1. PDH PRIA WARNA KHAKI

= =

Keterangan :

AT TS 020 T

.3._

Lidah Bahu

Kancing Baju

Ikat Pinggang

Saku Baju

Saku Celana Depan
Lencana KORPRI
Papan Nama

Nama Pemerintah Kab. Bantul
Lambang Kab. Bantul
ID Card

Sambungan Bahu
Saku Belakang
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2. PDH WANITA WARNA KHAKI.

19
X La

Keterangan :

Lencana KORPRI
Nama Pemerintah kab. Bantul
Lambang Kab. Bantul
ID Card

Papan Na a

Saku Depan

Kancing Baju

Rok

Lengan Panjang
Celana Panjang

Krah Rebah

T T SQ 00T
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3. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI.

Keterangan :

Lencana KORPRI

Nama Pemerintah K ab. Bantul
Lambang Kab. Bantul

ID Card

Papan Nama

Saku Depan

Kancing Baju

Celana Panjang

Rok

Krah rebah

Warna Jilbab/Kerudung setiap bulan :

1. Seninldanlll : warna khaki; dan
2. Seninlldan IV  :warna kuning gading.

AT T SQ 00T
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4. PDH WANITA HAMIL  WARNA KHAKI.

Krah baju rebah

Nama Pemerintah Kab. Bantul
Lencana KORPRI

Lambang Kab. Bantul

Papan Nama

ID Card

Kancing Baju

Baju Lengan Pendek

Rok

Lidah Bahu

T T S@Tooo0 oy
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5. PDH KEMEJA PUTIH CELANA HITAM

=

.

N

Keterangan :

a. Lencana KORPRI
b. Papan Nama
c. ID Card



6. PDH KEMEJA PUTIH ROK HITAM

Keterangan:

a. Lencana Korpri
b. Papan Nama

c. Tanda Pengenal
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7. PDH KEMEJA PUTIH ROK HITAM  WANITA BERJILBAB

Keterangan:

a. Lencana Korpri
b. Papan Nama

c. Tanda Pengenal



8. PDH warna Biru Muda, bawahan biru tua /dongker
a. PDH warna Biru Muda, bawahan biru tua Pria /dongker

Keterangan :

Krah berdiri

Lengan pendek

Ikat pinggang warna hitam
Saku baju terbuka

ID Card

Saku celana samping
Saku celana belakang
Lencana KORPRI

S@rooooTw
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b. PDH warna Biru Muda, bawahan biru tua Wanita

b
[+
i
a d
e . h
g i
b
[
]
d
a
e h
f
g i

Keterangan :

Kancing baju 5 buah

Krah rebah

Lengan pendek

ID Card

Kupnet tampak depan

Saku tertutup

Rok 15 cm dibawah lutut ~ /Panjang

Kupnet tampak belakang

Floi kipas rok belakang;

Kain kerudung warna sama dengan jas/baju ;
Lencana KOPRI ;

Warna jilbab/kerudung setiap bulan :

1. Selasaldanlli : biru dongker; dan
2. Selasall dan IV : biru.

XT T SQ@ om0 a0 o



B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).

1. PSH PRIA

Keterangan :

a.
b.
C.
d.
e.
f.

g.
h.
i.

i

Krah berdiri

Lencana KORPRI

Papan nama

Saku baju depan atas terbuka

ID Card

Jas lengan pendek warna gelap
Kancing baju

Saku jas bawah tertutup kanan kiri
Celana panjang warna gelap
Lipatan baju bagian belakang
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2. PSH WANITA

Keterangan :

a.
b.
C.
d.
e.
f.

g.
h.

Krah berdiri

Lencana KORPRI

Saku jas atas

Papan nama

ID Card

Jas lengan pendek warna gelap
Kancing baju

Saku jas depan bawah kanan kiri
tertutup

i. Rok 15 cm bawah lutut warna gelap
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3. PSH WANITA BERJILBAB

Keterangan :

a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok /celana
panjang

Krah rebah

Lencana KORPRI

Saku dalam atas sebelah Kiri

Papan nama

ID Card

Kancing baju

Jas lengan panjang warna gelap

Saku jas depan bawah kanan kiri tertutup
Rok panjang/celana panjang warna gelap

T T se~meaowo
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4. PSH WANITA HAMIL.

Keterangan :

a. Krah rebah

b. Lencana KORPRI

c. Papan nama

d. ID Card

e. Jas lengan pendek warna gelap

f. Kancing baju

g. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna

gelap
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C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).

1. PSR PRIA

Keterangan :

a.
b.
C.
d.
e.
f.

g.
h.
i

i

k.

Krah berdiri

Lencana KORPRI

Papan nama

Saku baju depan

ID Card

Kancing

Baju warna abu -abu/gelap

Saku baju bawah tertutup kanan kiri
Celana panjang warna gelap
Lipatan baju bagian belakang
Lengan panjang dengan kancing 3 buah
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2. PSR WANITA

Keterangan :

Krah rebah

Lencana KORPRI

Papan nama

Saku baju depan

ID Card

Kancing

Baju lengan panjang warna gelap

Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri

Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna gelap

S@ -0 o0 o

27



3. PSR WANITA BERJILBAB.

Keterangan :

a. Kain kerudung dengan warna yang sama dengan rok dan
jas

Krah rebah

Lencana KORPRI

Saku baju depan

Papan nama

ID Card

Kancing baju

Baju lengan panjang warna gelap

Rok panjang/celana panjang warna gelap

S@~ooaooT
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4. PSR WANITA HAMIL.

Keterangan :

a.
b.
C.
d.
e.
f.

g.

Krah rebah

Lencana KORPRI

Papan nama

ID Card

Baju lengan panjang warna gelap

Kancing baju

Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna gelap
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D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PSL PRIA

Keterangan :

a.
b.
C.
d.
e.
f.

g.
h.
i.

i

K.

Kemeja warna putih/terang

Dasi

Saku jas kiri atas

ID Card

Baju lengan panjang warna gelap
Kancing baju

Saku ja s bawah tertutup kanan dan Kiri
Celana panjang warna gelap
Sambungan bahu

Lengan panjang dengan kancing 3 buah
Lencana KORPRI
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2. PSL WANITA

Keterangan :

Kemeja warna putih/terang

Dasi

Saku jas kiri atas

ID Card

Baju lengan panjang warna gelap
Kancing baju

Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
Rok 15 cm di bawah lutut warna
gelap/menyesuaikan

i. Lengan pa njang dengan kancing 3 buah
j. Lencana KORPRI

S@ "0 o0 oy
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3. PSL WANITA BERJILBAB

Keterangan :

Kain kerudung warna sama dengan jas/baju
Kemeja warna putih/terang

Dasi

Saku jas kiri atas

ID Card

Jas lengan panjang warna gelap

Kancing

Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri

Rok panjang warna sama dengan jas
Lencana KORPRI

S@ "o o0 oy

— —
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4. PSL WANITA HAMIL.

Keterangan :

a.
b.
C.
d.
e.
f.

g.
h.

Kemeja warna putih/terang

Dasi

Saku jas kiri atas

ID Card

Jas lengan panjang warna gelap
Kancing baju

Rok panjang warna sama dengan jas
Lencana KORPRI
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E. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH DESA.

1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH DESA.

Keterangan:

a. Tanda Pangkat.

b. Kancing Baju.

c. Tanda Jabatan.

d. Ikat Pinggang.

e. Saku Depan.

f. Krah Baju .

g. Nama Pemerintah Kabupaten Bantul.
h. Lambang Kabupaten Bantul.
i. ID Card.

j. Sambungan Bahu.

k. Lengan Panjang

|. Saku Belakang.

m. Lencana KORPRI .

n. Papan Nama
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2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH DESA.
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Keterangan:

. Tanda Pangkat.
. Tanda Jabatan.
. Kancing Baju.

. Krah Baju.

Lambang Daerah Kab upaten Bantul.
. ID Card .
. Saku Depan.

Celana panjang.

k.

lencana KORPRI.
Papan Nama

a
b
c
d
e. Nama Pemerintah Kabupaten Bantul
f.
g
h
i.
j.
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3. PDH CAMAT DAN LURAH DESA WANITA BERJILBAB.

Keterangan :

a. Tanda Pangkat. f. Nama Pemerintah Kab.Bantul.
b. Tanda jabatan. g. Lambang daerah Kab.Bantul.
c. Kancing baju. h. ID Card .

d. Kerudung. i. Saku depan.

e. Krah rebah. J. Celana panjang.

k. lencana KORPRI |. Papan Nam a
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4. PDH CAMAT DAN LURAH DESA WANITA HAMIL.

Belakang

Keterangan :

a. Tanda Pangkat. f. Nama Pemerintah Kab.Bantul.
b. Tanda Jabatan. g. Lambang daerah Kab.Bantul.
c. Kancing baju. h. ID Card .

d. Flui depan. i. Flui belakang.

e. Krah rebah j. Celana panjang.

k. lencana KORPRI
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F. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH DESA.

1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH DESA.

( B it

Keterangan :

J-

K.

T T@ o a0 o

Lambang Daerah (Camat)/ Garuda Warna Perak (Lurah Desa)
Topi warna hitam n. Tanda Jasa

Tanda pangkat upacara 0. Belahan Jahitan
Dasi hitam polos p. Belahan Jas Belakang
Papan nama g. Lencana KORPRI
Saku atas tertutup

Tanda jabatan

Jas warna putih

Kancing Kuning Emas (Camat)

Kancing Garuda Perak (Lurah Desa)

Saku bawah tertutup

Celana panjang putih

Sepatu hitam

m. Kemeja putih

38



2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH DESA.

o O

O «Q

Keterangan
Lambang Daerah (Camat)/Garuda Warna Perak (Lurah Desa)
Topi warna hitam
Tanda pangkat upacara
Dasi hitam polos
Papan nama
Tanda Jabatan
Kancing Kuning Emas (Camat)
Kancing Garuda Perak (Lurah Desa)
Saku depan tertutup
Flui satu rempel
Rok 15 cm dibawah lutut
Sepatu hitam
Kemeja putih
. Tanda jasa
Saku atas tertutup
Jas warna putih
Lencana KORPRI

@000 0op

ToS3ITATTS
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G. PDH BATIK KAWUNG TIRTO SAMUDRO

Batik Motif Kawung Tirto Samudro

H. PAKAIAN KORPRI

Keterangan

S@roa0oTw

Krah berdiri

Papan Nama
Lengan Panjang
Kancing Baju
Manset kancing baju
Celana/Rok panjang
Lencana KORPRI
Saku dalam

ID Cardd
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PAKAIAN DINAS BUSANA TRADISIONAL GAGRA G NGAYOGYAKARTA
HADININGRAT

A. PEGAWAI PUTRA

1. Bajusurjan (takwa) bahan dasar lurik.

Baju surjan atau biasa disebut baju takwa yaitu pengageman surjan

atau takwa yang berbentuk:

a. lengan panjang ;

b. ujung baju runcing ;

c. leher tinggi berkancing 3 (tiga) pasang (berjumlah 6 (enam) buah)
melambangkan rukun Iman;

d. 2 (dua) buah kancing di dada kiri berarti dua kalimat syahadat;

e. 3 (tiga) buah kancing tertutup di ulu hati melambangkan nafsu
manusia Yyang harus diatasi yakni nafsu batiniah, (binatang),
lauwamabh (perut) dan nafsu setan; dan

f.  motif atau model baju surjan (takwa) bahan dasar lurik antara lain
seperti:

Contoh model Baju Surjan

\

Makna pakaian surjan atau takwa (Jawa:pengageman) Jawa yang
melekat di badan adalah simbol identitas budaya dan jati diri.
Pengageman Jawa sebagai penutup badan dicipta SUNAN KALIJAGA
berdasar QS Al -Adr af 2 @Gnak Adla@miHsesungguhnya Kami telah
menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan
pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa (dimaksud agar
selalu bertakwa kepada Allah SWT) itulah yang paling baik. Yang
demikian itu adalah sebahagian dari t anda -tanda kekuasaan Allah,

mudah -mudahan mer ek a sel alu i ngat . o Ol eh
pengertian ayat di atas dijadikan model pakaian rohani (takwa) agar si

pemakai selalu ingat kepada Allah SWT, kemudian oleh raja -raja

Mataram pakaian takwa ini dipakai hing ga sekarang ini.

Setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, Sultan HB | menanyakan
perihal pakaian yang perlu diatur kepada Susuhunan Paku Buwana
lll. Pangeran Mangkubumi mengatakan bahwa Ngayogyakarta sudah
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